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BAB VI 

PENUTUP 

 

VI.1 Kesimpulan 

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil pelaksanaan kajian 

tentang keselamatan transportasi jalan di Kabupaten Sidoarjo: 

1. Penyelenggaraan program masing-masing pilar dalam RUNK di 

Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan oleh instansi terkait namun 

ada beberapa program dari beberapa pilar dalam RUNK yang belum 

terlaksana karena bukan merupakan wewenang dari dinas atau 

instansi terkait di Kabupaten Sidoarjo dan merupakan wewenang 

dari dinas atau instansi di Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil 

inventarisasi program-program di dalam Rencana Umum Nasional 

Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035 mencapai 72% berkategori 

sangat baik dengan rincian pencapaian: Pilar-1 sebesar 97,2% ; 

Pilar-2 sebesar 63,4%; Pilar-3 sebesar 81,1%; Pilar-4 sebesar 

70,8%; dan Pilar-5 sebesar 49,5%. 

2. Tingkat kecelakaan per panjang jalan mencapai 1,69 dari total 

1.143,24 Km. Tingkat kecelakaan di Kabupaten Sidoarjo mencapai 

16,831 setiap 10.000/penduduk. Tingkat fatalitas kecelakaan 

mencapai 11,54%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja RUNK di 

Kabupaten Sidoarjo sudah banyak tercapai namun belum dapat 

mencapai target penurunan kecelakaan di RUNK sehingga perlu 

adanya analisis dan penanganan di lokasi rawan kecelakaan. 

3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode Angka 

Ekuivalen Kecelakaan diperoleh 4 ruas sebagai lokasi rawan 

kecelakaan yaitu : 

a. Ruas Jalan By Pass Krian 

b. Ruas Jalan Buduran 

c. Ruas Jalan Trosobo 

d. Ruas Jalan Sidorejo 

Dari empat lokasi rawan kecelakaan rata-rata masih perlu 

perbaikan terutama di badan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan 
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berupa perbaikan rambu lalu lintas yang mengalami kerusakan 

maupun penyingkiran penghalang karena terdapat benda yang 

menghalangi daun rambu, pengecatan kembali untuk marka jalan 

yang sudah pudar, perbaikan alat penerangan jalan yang 

mengalami kerusakan atau tidak menyala pada malam hari 

maupun penyingkiran penghalang karena terdapat benda yang 

menghalangi atau mengurangi intensitas pencahayaan. 
 

VI.2 Saran 

Penulis memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sidoarjo terkait dengan penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan 

di Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut : 

1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo 

a. Peningkatan Forum LLAJ karena untuk saat ini koordinasi 

banyak dilakukan hanya oleh beberapa instansi. 

b. Mengembangkan Riset Keselamatan Jalan setiap tahun untuk 

meningkatkan data sehingga dapat diketahui rekomendasi yang 

tepat sesuai progres data riset tersebut. 

c. Memperbaiki database kecelakaan dan mengintegrasikan data 

kecelakaan dengan instansi terkait lainnya. 

d. Menyebarkan informasi (deseminasi ) laporan tahunan 

kecelakaan. 

e. Menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum 

dan melakukan pembinaan teknis terhadap Perusahaan 

Angkutan Umum. Hal tersebut terkait dengan manajemen di 

dalam perusahaan tersebut karena manajemen yang baik 

merupakan pondasi kokoh untuk perkembangan suatu 

perusahaan angkutan. 

2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo 

a. Untuk Dinas Bina Marga, meningkatkan respon penanganan 

dalam perbaikan jalan terutama di lokasi rawan kecelakaan 

yang berupa penutupan lubang jalan, genangan air, 

penanganan jalan licin, perbaikan bahu jalan. 
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3. Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo 

a. Meningkatkan teknologi penegakan hukum dengan menambah 

jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). 

b. Meningkatkan respon penanganan perbaikan fasilitas sarana 

dan prasarana pendukung transportasi (Marka, Rambu, Lampu 

Jalan, Halte, Trotoar dsb). 

c. Melakukan Inventarisasi dan Inspeksi keselamatan jalan secara 

rutin dan berkala dengan tujuan agar kekurangan di lapangan 

seperti perlengkapan jalan dapat dilakukan perbaikan dan 

pemasangan 

4. Satlantas Polresta Kabupaten Sidoarjo 

a. Meningkatkan pemeriksaan kondisi pengemudi. 

b. Melakukan pembinaan teknis terhadap sekolah mengemudi 

karena apabila manajemen serta pelatih pengemudi tersebut 

telah melalui pembinaan ataupun diklat maka keselamatan 

jalan lebih terjamin. 

c. Menyelenggarakan Akreditasi terhadap Sekolah Mengemudi. 

d. Melakukan Pelatihan dan Pendidikan kepada SDM Sekolah 

mengemudi. 

e. Meningkatkan kegiatan penanganan terhadap faktor 7 resiko 

utama pada kecelakaan guna menurunkan fatalitas korban 

kecelakaan. 

5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Menyediakan Sistem Layanan 

Gawat Darurat Terpadu melalui : 

a. Penyediaan Pos Gawat Darurat terpadu. 

b. Penyediaan program rehabilitasi pasca kecelakaan. 
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